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ABSTRAK 

Rosim, Moch. 2025. Analisis hukum islam terhadap Praktik Nikah Paksa Atas  

pelanggaran Etika Sosial Yang Terjadi Di Desa Batobella Geger 

Bangkalan.Pembimbing Dr. Shofiatul Jannah, S.HI., M.H.I. dan Dr. 

Dzulfikar Rodafi, Lc, MA 

Kata Kunci: Nikah Paksa, Hukum Islam, Etika Sosial, Maqashid Syariah, 

Keridhaan. 

 Penelitian ini membahas praktik nikah paksa yang terjadi di Desa 

Batobella, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, yang seringkali 

dilatarbelakangi oleh norma adat dan tekanan sosial. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum 

Islam serta mengkaji sejauh mana pelanggaran terhadap etika sosial 

masyarakat berpengaruh terhadap keabsahan dan kemaslahatan 

pernikahan. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif hukum empiris 

dengan metode studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, korban nikah paksa, 

dan perangkat desa, serta dokumentasi dan studi literatur dari sumber 

hukum Islam klasik dan kontemporer. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah paksa di desa 

tersebut tidak selalu melibatkan kekerasan fisik atau ancaman yang 

nyata, melainkan lebih berupa tekanan sosial dan desakan keluarga. 

Dalam pandangan mayoritas ulama fiqih (Syafi’i, Maliki, dan Hanbali), 

keridhaan merupakan syarat sahnya akad nikah. Namun menurut mazhab 

Hanafi, pernikahan tetap sah meskipun tanpa keridhaan, karena 

keridhaan dianggap sebagai penyempurna akad, bukan syarat sahnya. Di 

sisi lain, praktik nikah paksa di Desa Batobella karena tidak sampai pada 

bentuk pemaksaan yang berat seperti ancaman pembunuhan, pemukulan, 

atau pemenjaraan, maka hukumnya tetap dianggap sah menurut 

pandangan syari’ah. 

 Meskipun demikian, dari sudut pandang maqashid syariah dan 

etika sosial Islam, praktik nikah paksa tidak membawa kemaslahatan dan 

justru menimbulkan mafsadat, seperti perceraian dini, ketidakharmonisan 

rumah tangga, serta trauma psikologis pada korban. Oleh karena itu, 

penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum Islam secara 

menyeluruh di masyarakat serta peningkatan perlindungan hukum 

terhadap hak individu dalam pernikahan, agar prinsip keadilan, 

keridhaan, dan perlindungan hak tetap terjaga sesuai dengan ajaran Islam. 
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ABSTRACT 

 

Rosim, Moch. 2025. Islamic Legal Analysis of Forced Marriage Practices Due to  

        Violations of Social Ethics in Batobella Village, Geger District, Bangkalan    

         Regency. Advisors: Dr. Shofiatul Jannah, S.HI., M.H.I. and Dr. Dzulfikar      

         Rodafi,Lc,MA. 

Keywords:Forced Marriage, Islamic Law, Coercion (Ikrah), Consent (Ridha), 

Social Ethics, Batobella Village 

 This study examines the practice of forced marriage in Batobella 

Village, Geger District, Bangkalan Regency, which is often driven by 

customary norms and social pressure. The aim of this research is to 

analyze such practices from the perspective of Islamic law and to assess 

the extent to which violations of social ethics affect the validity and 

benefit (maslahah) of the marriage. 

 This research employs a qualitative empirical legal approach 

through field studies. Data were collected through in-depth interviews with 

religious leaders, community figures, victims of forced marriage, and 

village officials, as well as documentation and literature studies from 

classical and contemporary Islamic legal sources. 

 The findings reveal that the practice of forced marriage in the 

village does not always involve direct physical violence or explicit threats, 

but rather takes the form of social and familial pressure. According to the 

majority of Islamic jurists (Syafi’i, Maliki, and Hanbali schools), consent 

(ridha) is a requirement for a valid marriage contract. However, the Hanafi 

school maintains that a marriage remains valid even without explicit 

consent, considering consent as a complement rather than a condition of 

validity. Furthermore, since the forced marriages in Batobella Village do 

not reach the level of severe coercion such as threats of murder, physical 

abuse, or imprisonment they are still deemed legally valid (sah) according 

to sharia. 

 Nevertheless, from the standpoint of maqashid al-shariah and 

Islamic social ethics, such practices do not promote benefit but rather 

cause harm (mafsadah), including early divorce, household disharmony, 

and psychological trauma for the victims. Therefore, this study 

recommends the need for comprehensive Islamic legal education within 

the community and stronger legal protection to safeguard individual rights 

in marriage, ensuring justice, consent, and the preservation of personal 

dignity in accordance with Islamic teachings. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

4.1. Konteks Penelitian  

Indonesia merupakan sebuah negara yang dikenal memiliki 

keberagaman etnisunik dan  luar biasa, hal ini dapat kita ketahui dari 

berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Dengan berpedoman pada 

prinsip-prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda 

akan tetapi tetap satu"menjadi dasar utama dalam menjaga 

kedaulatan,persatuan dan kerukunan bangsa indonesia,meskipun terdapat 

banyak perbedaan budaya, bahasa, dan tradisi.  (Felycia Jannice Michelle,, 

2024) Keberagaman ini nampak jelas kita ketahi dalam berbagai perayaan-

perayaan dan ritual-ritual yang berlangsung di setiap daerah, termasuk 

diantaranya adalah ritual pernikahan. (Purwanto, Faruq, & dkk,2019). 

Pernikahan dalam Islam adalah suatu ibadah yang bertujuan untuk 

menciptakan hubungan sakral diantara para laki-laki dan perempuan. Tujuan 

ini tidak hanya untuk menjaga keturunan, tetapi juga sebagai sarana untuk 

membangun keluarga yang harmonis (keluarga yang memiliki sifat sakinah, 

mawaddah, dan rahmah). Dalam Al-Qur’an, prinsip kerelaan (ridha) 

merupakan elemen penting dalam pelaksanaan akad nikah,prinsip ini seperti 

yang telah di perintah Nabi Muhammad SAW, "Seorang perempuan yang 

pernah menikah (janda) tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya, dan 

seorang gadis tidak boleh dinikahkan tanpa izinnya" (HR. Imam Bukhari 

dan Imam Muslim) mendukung gagasan ini. Ayat al-quran  dan Hadis ini 
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menggarisbawahi bahwa ajaran dalam Agama Islam menolak segala bentuk 

pemaksaan dalam pernikahan. 

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa fenomena yang 

bertentangan dengan prinsip tersebut.Setiap masyarakat memiliki norma 

pernikahan yang mengatur siapa yang boleh menikah, kapan pernikahan 

boleh terjadi, dan dengan siapa seseorang boleh menikah. Norma   ini sering  

kali berbasis pada usia, status sosial,  agama, dan ras Di banyak 

budaya,misalnya, pernikahan adalah suatu langkah yang  harus dilalui 

dalam  kehidupan, dan ketidakmauan untuk menikah bisa dianggap tidak 

sesuai dengan harapan sosial. (Fang, 2018). 

Di Desa Batobella, Kecamatan Geger Bangkalan, praktik nikah 

paksa kerap digunakan sebagai bentuk sanksi sosial terhadap individu yang 

dianggap melanggar norma adat atau etika masyarakat. Kasus ini sering 

terjadi pada pasangan yang diduga melakukan tindakan-tindakan yang di 

anggap melanggar aturan agama islam seperti berduaan di sebuah 

kamar,khalwat ditempat-tempat,atau bahkan diketahui telah melakukan 

perzinahan,hubungan pranikah yang dilarang dalam islam dan tindakan-

tindakann lain yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Sebagai 

bentuk upaya “pemulihan kehormatan keluarga” masyarakat setempat sering 

kali memaksa kedua pihak untuk menikah, bahkan tanpa adanya persetujuan 

dari pihak laki-laki maupun perempuan . (Hasan, 2024)  

Hukum adat yang diberlakukan di desa tersebut memiliki kekuatan 

hukum yang cukup besar dalam menentukan sanksi sosial. Dalam konteks 
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ini, adat difungsikan sebagai alat untuk menjaga stabilitas sosial dan 

mencegah konflik yang lebih besar di masyarakat. Namun, hukum adat 

sering kali tidak memprioritaskan hak individu, khususnya 

perempuan,dalam pengambilan keputusan. Praktik ini memperkuat sistem 

patriarki,di mana perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Praktik 

ini bertentangan dengan norma atau konsep keadilan dalam agama 

Islam,dimana agama islam telah menekankan pada kesetaraan gender dan 

penghormatan terhadap hak  individu (Larassatti, 2023) 

Selain aspek hukum adat, praktik nikah paksa juga dapat dianalisis 

dari perspektif feminisme dan hak asasi manusia. Dalam pandangan feminis, 

nikah paksa merupakan bentuk opresi yang melanggengkan ketimpangan 

gender. Teori feminisme radikal, misalnya, melihat praktik ini sebagai 

mekanismekontrol terhadap tubuh dan kehidupan perempuan yang 

dilakukanoleh masyarakat patriarkal, Dalam konteks ini, perempuan tidak 

hanya kehilangan hak untuk menentukan masa depannya, tetapi juga 

dipaksa menjalani peran domestik yang mungkin tidak diinginkannya. 

(Tong, 2014:123). 

Dari sudut pandang HAM, Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa Pasal 16, yang menyatakan bahwa 

“Setiap orang berhak untuk menikah atas dasar kesepakatan bebas dan 

penuh antara kedua pihak yang akan menikah” (United Nations, 1948). 

Pelanggaran ini tidak hanya melibatkan aspek pernikahan, tetapi juga 

menyangkut hak untuk bebas dari tekanan dan eksploitasi. Dalam banyak 

kasus, korban nikah paksa tidak memiliki akses untuk mencari perlindungan 
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hukum karena adanya tekanan sosial dan kurangnya dukungan dari 

lingkungan sekitar (Hastomo, 2023) 

Dampak dari nikah paksa ini tidak hanya individu yang terkena 

dampak nikah paksa ini,tetapi masyarakat secara keseluruhan juga terkena 

dampak. Dari perspektif psikologis, korban, terutama perempuan, sering 

mengalami trauma mendalam, kehilangan rasa percaya diri, dan depresi. 

Dalam studi kasus yang dilakukan Rahmawati (Holid et al., 2021), seorang 

perempuan korban nikah paksa di Madura mengaku bahwa ia tidak 

memiliki kemampuan untuk menolak keputusan keluarganya karena takut 

menghadapi tekanan sosial. Akibatnya, ia mengalami konflik rumah tangga 

berkepanjangan yang akhirnya berujung pada perceraian. Kasus seperti ini 

menunjukkan bahwa nikah paksa bukan solusi, melainkan menciptakan 

masalah baru yang lebih kompleks. 

Dalam konteks sosial, pernikahan bukan sekadar hubungan antara 

dua individu,melainkan juga merupakan institusi sosial yang memiliki 

dampak signifikan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat. 

Pernikahan berfungsi sebagai landasan kehidupan keluarga dan 

mencerminkan nilai-nilai sosi ekonomi, budaya, agama, dan  hukum dalam 

suatu komunitas. Hal ini menghubungkan individu dengan masyarakat yang 

lebih luas, menciptakan norma, dan secara signifikan mempengaruhi 

struktur sosial.Qomaruddin (2023)Selain itu, praktik nikah paksa 

menimbulkan konflik antara undang-undang adat dan hukum Islam. Adat 

istiadat lokal sering bertentangan dengan prinsip-prinsip utama agama Islam 
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yang sangat menekankan keadilan, kesetaraan, dan kerelaan dalam 

pernikahan. Menurut Pragata, 2023. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian ini 

untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana nikah paksa digunakan 

sebagai hukuman sosial di Desa Batobella geger. Selain itu, penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dari sudut pandang hukum 

Islam, feminisme, dan hak asasi manusia untuk menawarkan solusi yang 

didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak 

individu. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang 

signifikan bagi masyarakat, terutama dengan membangun  sistem 

kehidupan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penelitian 

ini. 

Oleh karnanya dengan mengharap rahmat dan ridho Alloh Swt, 

penulis berinisiatif melakukan penelitian tesis ini dengan tema judul 

“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH PAKSA ATAS 

PELANGGARAN ETIKA MASYARAKAT DI DESA BATOBELLA 

GEGER BANGKALAN” 

 

 

4.2.  Fokus penelitian  

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis sampaikan dalam konteks 

penelitian di atas, maka fokus permasalahan yang akan di fokuskan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimanakah penerapan praktik nikah paksa atas pelanggaran 

etika Sosial masyarakat di Desa Batobella geger bangkalan? 

2. Apa saja dampak yang di alami para korban dari praktik nikah 

paksa,yang terjadi di desa batobella geger bangkalan?  

3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik nikah 

paksa, dalam konteks norma adat yang terjadi di desa batobella 

geger bangkalan? 

4.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan poin-poin yang sudah diuraikan dalam fokus penelitian di 

atas, sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan praktik terhadap nikah paksa, dalam 

konteks norma adat yang terjadi di desa batobella geger bangkalan. 

2. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan interpretasi 

pandangan hukum Islam terhadap praktik nikah paksa, dalam 

konteks norma adat yang terjadi di desa batobella geger bangkalan. 

3. Untuk mendeskripsikan,menganalisis dan memberikan interpretasi 

terhadap dampak psikologis dan sosial dari nikah paksa terhadap 

korban, terutama pihak perempuan yang terjadi di desa batobella 

geger bangkalan. 

4.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut 
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1.4.1. Teoritis 

2. Memberikan kontribusi terhadap kajian akademik terkait 

pernikahan dalam Islam, khususnya isu nikah paksa yang 

berkaitan dengan norma adat. 

3. Mengembangkan wawasan tentang interaksi antara hukum 

Islam, adat lokal, dan isu gender dalam masyarakat Indonesia. 

4. Menyediakan landasan teori yang dapat digunakan untuk kajian-

kajian lebih lanjut terkait hukum Islam dan sanksi sosial. 

1.4.2. Praktis 

1. Memberikan edukasi kepada _ocial_kat Desa Batobella geger bangkalan 

tentang pentingnya prinsip keadilan dan kerelaan dalam pernikahan sesuai 

ajaran Islam. 

2. Menjadi referensi bagi tokoh _ocial_kat, ulama, dan pemangku kebijakan 

dalam menciptakan mekanisme sanksi social yang lebih manusiawi dan 

berkeadilan. 

3. Memberikan panduan bagi korban nikah paksa untuk mendapatkan 

perlindungan hukum dan dukungan psikologis. 

4.5.  Penegasan istilah  

Untuk menghindari kesalahpahaman dan menetapkan batasan yang jelas 

untuk penelitian ini, beberapa istilah penting didefinisikan secara 

operasional sebagai berikut: 
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▪ Hukum Islam 

Hukum Islam adalah aturan-aturan yang sumber utamanya adalah Al-

Qur’an, Hadis, dan ijma’ ulama, untuk mengatur semua aspek kehidupan 

antar umat manusia, yang termasuk diantaranya adalah pernikahan.Dalam 

konteks penelitian ini,hukum Islam merujuk pada prinsip-prinsip syariah 

terkait pernikahan khususnya mengenai syarat, rukun, dan larangan 

pernikahan,seperti larangan pemaksaan dalam akad nikah. 

▪ Praktik Nikah Paksa  

Praktik nikah paksa merupakan tindakan memaksa individu untuk 

menikah tanpa persetujuan atau kerelaan dari salah satu atau kedua belah 

pihak,Pelaksanaan pernikahan paksa dipahami sebagai bentuk sanksi 

sosial yang dijatuhkan oleh masyarakat Desa Batobella, Bangkalan, 

kepada mereka yang dianggap telah melanggar norma atau adat istiadat 

yang berlaku di desa tersebut. 

 

▪ Sanksi Sosial 

Sanksi sosial merujuk pada suatu bentuk hukuman atau tekanan yang 

diterapkan oleh masyarakat terhadap individu atau kelompok yang 

dianggap melanggar nilai, norma, atau etika yang berlaku dalam konteks 

sosial. Dalam konteks penelitian ini, sanksi sosial merujuk pada 

pemaksaan pernikahan sebagai bentuk "pemulihan" kehormatan keluarga 

atau masyarakat yang  tercoreng akibat pelanggaran adat atau etika. 
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▪ Pelanggaran Etika Masyarakat 

Pelanggaran etika masyarakat merupakan tindakan atau perilaku yang 

dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai atau norma sosial yang berlaku 

dalam suatu komunitas,dalam penelitian ini, pelanggaran etika merujuk 

pada tindakan seperti hubungan pranikah atau tindakan lain yang dianggap 

merusak kehormatan keluarga atau masyarakat setempat. 

▪ Adat 

Adat merupakan kebiasaan atau tradisi yang sudah terinternalisasi 

dalam suatu masyarakat dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam  konteks Desa Batobella, geger Bangkalan, adat berfungsi 

sebagai norma sosial yang kuat dan sering dijadikan acuan dalam 

menyelesaikan konflik atau pelanggaran etika, termasuk dalam penerapan 

nikah paksa. 

 

▪ Trauma Psikologis 

Trauma psikologis adalah dampak emosional atau mental yang muncul 

akibat pengalaman yang sangat menyakitkan, seperti pemaksaan 

pernikahan. Dalam penelitian ini, trauma psikologis merujuk pada dampak 

negatif yangdialami oleh korban nikah paksa, seperti kecemasan, depresi, 

dan hilangnya rasa percaya diri. 
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4.6.   Tinjauan Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian Rahmawati (2021) Judul: Dampak Psikologis Nikah Paksa pada 

Perempuan dalam Komunitas Adat, Penelitian ini berfokus pada dampak 

psikologis yang dialami perempuan korban nikah paksa di komunitas adat 

Madura. Dengan menggunakan metode kualitatif, Rahmawati 

mewawancarai 10 perempuan korban nikah paksa untuk menggali 

pengalaman mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 

korban mengalami trauma emosional yang berkepanjangan, seperti 

depresi, kecemasan, hingga perasaan tidak berdaya. Selain itu, penelitian 

ini juga menemukan bahwa korban kerap menghadapi tekanan sosial yang 

mempersulit mereka mencari bantuan hukum atau keluar dari hubungan 

pernikahan tersebut. 

2. Penelitian Munawar (2020) Judul: Adat dan Hukum Islam di Indonesia: 

Studi Kasus di Madura, Munawar mengkaji hubungan antara adat dan 

hukum Islam di wilayah Madura dengan pendekatan studi kasus. 

Penelitian ini mengungkap bahwa adat memiliki otoritas yang sangat kuat 

dalam menyelesaikan konflik sosial, termasuk dalam konteks pernikahan. 

Salah satu temuan penting adalah bahwa praktik nikah paksa sering kali 

dianggap sebagai "solusi adat" untuk memulihkan kehormatan keluarga. 

Namun, Munawar juga menekankan bahwa praktik ini sering kali 

bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan kerelaan 

dan keadilan dalam pernikahan. 
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3. Penelitian Hakim (2019) Judul: Patriarki dalam Praktik Nikah Paksa: 

Sebuah Kajian Perspektif Gender dan Islam, Hakim membahas bagaimana 

norma-norma patriarki memperkuat praktik nikah paksa di komunitas 

tradisional. Dengan menggunakan analisis gender, penelitian ini 

menunjukkan bahwa perempuan sering kali tidak memiliki suara dalam 

pengambilan keputusan, terutama dalam hal pernikahan. Norma sosial 

yang menempatkan kehormatan keluarga di atas hak individu menjadi 

salah satu penyebab utama praktik nikah paksa. Hakim juga menyoroti 

bagaimana norma ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam 

yang memberikan hak kepada perempuan untuk memilih pasangan 

hidupnya. 

4. Penelitian Nurhadi (2018) Judul: Implementasi Maqashid Syariah dalam 

Kasus Nikah Paksa: Studi Komparatif antara Madura dan Minangkabau, 

Penelitian Nurhadi membahas bagaimana prinsip maqashid syariah dapat 

digunakan untuk menilai keabsahan nikah paksa dalam konteks adat di 

Madura dan Minangkabau. Temuannya menunjukkan bahwa praktik nikah 

paksa di anggap telah banyak melanggar aturan atau prinsip perlindungan 

jiwa (hifz an-nafs) dan keturunan (hifz an-nasl). Nurhadi 

merekomendasikan perlunya edukasi masyarakat tentang nilai-nilai 

maqashid syariah dalam pernikahan. 



12 

 

 

 

5. Penelitian Fakhruddin (2017) Judul: Hukum Islam dan Sanksi Sosial: 

Perspektif Sosio-Legal terhadap Konflik Adat, Fakhruddin mengkaji 

bagaimana hukum Islam dan norma adat saling berinteraksi dalam 

menyelesaikan konflik sosial. Dengan pendekatan sosio-legal, penelitian 

ini menemukan bahwa norma adat sering kali digunakan untuk 

menyelesaikan pelanggaran etika sosial, termasuk dalam kasus nikah 

paksa. Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa hukum adat sering 

kali bertentangan dengan prinsip universal hukum Islam, terutama dalam 

hal perlindungan hak individu. 

6. Penelitian Tong (2014) Judul: Feminist Thought: A Comprehensive 

Introduction. 

Dalam buku ini, Tong menjelaskan berbagai pendekatan feminisme, 

termasuk feminisme radikal yang melihat praktik nikah paksa sebagai 

bentuk opresi terhadap perempuan. Teori ini menjelaskan bahwa nikah 

paksa merupakan mekanisme kontrol terhadap tubuh perempuan yang 

dilakukan oleh masyarakat patriarkal. 

 Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, terdapat beberapa kesenjangan 

serta perbedaan yang menjadi alasan kuat bagi penulis, sehingga penulis 

menganggap penting penelitian ini untuk tetap di lakukan,dan diantanra alasannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Konteks Khusus Desa Batobella geger bangkalan. 

 Penelitian sebelumnya belum secara khusus mengkaji praktik 

pernikahan paksa di Desa Batobella, Kecamatan Geger Bangkalan. 
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Padahal, desa ini memiliki norma adat yang unik dan berbeda dengan 

tempat lain di Madura. 

2. Pendekatan Multidimensional 

 Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada salah 

satu aspek, seperti psikologi, gender, atau hukum Islam. Sedangkan 

penelitian penulis ini mengintegrasikan pendekatan hukum Islam, adat, 

psikologi, dan feminisme  untuk memberikan analisis yang lebih 

komprehensif. 

3. Rekomendasi Solusi Alternatif 

 Penelitian sebelumnya cendrung belum juga memberikan 

rekomendasi praktis untuk menggantikan nikah paksa dengan 

mekanisme sanksi sosial yang lebih manusiawi. Penelitian ini 

berupaya menawarkan solusi berbasis maqashid syariah,HAM dan 

pemberdayaan perempuan. 

 

4.7.  Kerangka Berpikir Penelitian 

           Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjadi landasan konseptual 

yang memandu arah dan logika berpikir peneliti dalam mengkaji 

permasalahan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami 

praktik nikah paksa melalui pendekatan normatif dan empiris yang 

terintegrasi. 
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1. Eksplorasi Permasalahan Sosial dan Norma yang Berlaku. 

 Peneliti memulai dengan mengeksplorasi serta mendeskripsikan 

permasalahan nikah paksa dari berbagai dimensi normatif, yaitu: 

a. Norma agama 

b. Norma adat 

c. Norma hukum positif 

d. Serta dampak sosial yang ditimbulkannya 

 Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh 

tentang konteks sosial dan nilai-nilai yang mempengaruhi 

keberlangsungan praktik ini. 

2. Analisis Tradisi Nikah Paksa Berdasarkan Teori Konseptual 

 Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terhadap praktik 

nikah paksa yang telah terjadi di masyarakat. Pendekatan ini 

mencakup: 

a. Deskripsi dan interpretasi terhadap alasan, bentuk, serta pola 

terjadinya nikah paksa 

b. Identifikasi dasar sosial dan budaya dari terbentuknya tradisi 

tersebut 

c. Analisis menggunakan pendekatan teori konsep sosial (conceptual 

approach) untuk memahami dinamika nilai dan struktur sosial 

yang menopang praktik tersebut. 
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3. Pendekatan Konseptual Hukum Islam  

 Pada tahap akhir, data yang diperoleh dari studi pustaka dan 

temuan lapangan akan dianalisis menggunakan pendekatan hukum 

Islam, dengan mempertimbangkan: 

a. Pendapat para ulama klasik dan kontemporer 

b. Tinjauan maslahah (kemaslahatan umat) 

c. Maqāṣid al-Sharī‘ah (tujuan syariat) 

d. ‘Urf (kebiasaan yang hidup dalam masyarakat) 

 Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan perspektif hukum 

Islam yang komprehensif terhadap praktik nikah paksa, baik dari sisi 

keabsahan maupun etika sosialnya. 

 Untuk lebih jelasnya peneliti membuat bagan sususnan kerangka berfikir 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN 

Ekplorasi permasalahan  

Sosial dan norma yang berlaku 

• Norma Agama 

• Norma Adat 

• Dampak sosial 

Analisis Tradisi Nikah Paksa  

Berdasarkan Teori Konseptual 

Pendekatan Konseptual Hukum Islam  

• Pendapat Para Ulama’ 

• Tinjauan maqosyid  

• Tinjauan maslahah 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai praktik 

nikah paksa di Desa Batobella, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, 

serta setelah dianalisis dalam perspektif hukum Islam, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Penerapan Praktik Nikah Paksa di Desa Batobella geger 

Praktik nikah paksa di Desa Batobella masih terjadi dalam masyarakat, 

terutama dipengaruhi oleh norma sosial dan adat yang kuat. 

Perkawinan dipaksakan kepada perempuan, khususnya ketika ia 

dianggap telah melanggar etika sosial seperti kedapatan berduaan 

dengan laki-laki bukan mahram, atau dalam situasi yang dianggap 

mencoreng nama baik keluarga. Dalam kasus seperti ini, pihak 

keluarga merasa berkewajiban untuk segera menikahkan korban guna 

menjaga kehormatan dan martabat keluarga, tanpa mempertimbangkan 

kehendak dan kerelaan pihak perempuan. 

2. Dampak Negatif  nikah paksa di desa batobella geger terhadap 

Korban 

Dampak negatif yang dialami oleh korban nikah paksa sangat 

signifikan, baik secara psikologis, sosial, maupun keagamaan. Secara 

psikologis, korban mengalami tekanan mental, trauma, dan perasaan 

tidak berdaya. Secara sosial, korban sering kali mengalami 
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keterasingan, kehilangan rasa percaya diri, serta kesulitan dalam 

membina rumah tangga yang harmonis. Dari sisi keagamaan, korban 

merasa menjalani pernikahan tanpa niat dan ridha, yang mengganggu 

keutuhan ibadah dan ketenangan batin. Hal ini menunjukkan bahwa 

praktik nikah paksa merugikan perempuan dan melanggar prinsip 

keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. 

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Nikah Paksa di desa batobella 

geger. 

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik nikah paksa yang terjadi di 

Desa Batobella geger bangkalan,sama sekali belum ditemukan  bentuk 

pemaksaan dengan ancaman fisik berat maka tidak dapat dikategorikan 

sebagai ikrah mulji’, sehingga menurut pandangan mayoritas ulama, 

khususnya Hanafiyah, akad nikah tersebut tetap dinilai sah secara 

hukum syar’i. Namun demikian, sahnya suatu akad nikah tidak serta-

merta menunjukkan kesempurnaan dan keberkahan pernikahan, karena 

aspek moral, psikologis, dan sosial tetap menjadi pertimbangan 

penting dalam perspektif maqashid al-syari’ah (tujuan-tujuan syariat 

Islam). 

 

 

 

1.2. Saran 

1. Kepada Masyarakat Desa Batobella 
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Diharapkan untuk lebih memahami pentingnya kerelaan dan kebebasan 

individu dalam pernikahan, serta mengedepankan prinsip-prinsip 

keadilan dan kemaslahatan. Nilai-nilai adat yang masih dijunjung tinggi 

hendaknya tidak mengorbankan hak asasi dan martabat perempuan. 

Penyelesaian masalah sosial hendaknya dilakukan melalui pendekatan 

yang bijak dan tidak menjerumuskan korban ke dalam pernikahan yang 

tidak diinginkan. 

2. Kepada Tokoh Agama dan Tokoh Ada. 

 Diharapkan untuk menjadi pihak yang aktif dalam memberikan 

edukasi kepada masyarakat tentang hukum Islam terkait pernikahan, 

khususnya larangan terhadap pemaksaan dalam akad nikah. Tokoh 

agama dan tokoh adat perlu berperan dalam mencegah terjadinya 

pernikahan paksa, serta menjadi jembatan penyelesaian konflik sosial 

tanpa merugikan hak individu. 

3. Kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Perlindungan Perempuan 

 Perlu adanya langkah preventif dan kuratif, seperti penyuluhan 

hukum, penguatan regulasi, serta pendampingan psikologis dan hukum 

terhadap korban nikah paksa. Pemerintah desa dan lembaga terkait juga 

perlu membuat sistem pelaporan yang aman dan responsif terhadap 

praktik-praktik nikah paksa di masyarakat. 

 

4. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya. 

 Diharapkan untuk melakukan kajian lanjutan yang lebih luas dan 

mendalam terkait praktik nikah paksa, baik dari segi sosial, hukum 
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positif, maupun psikologis, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata 

dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. 
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